
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

SULAWESI SELATAN

NOMOR : B-240/Kpts/OT.050/H. 12.22/02/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

KORUPSI DAN BIROKRASI BERSIH

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI

SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI

SELATAN,

Menimbang: a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme

perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di

lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Sulawesi Selatan;

b.bahwa  untuk meningkatkan pengawasan di

lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Sulawesi Selatan terutama terhadap

masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian

agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir

a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di

lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Sulawesi Selatan, perlu menetapkan

Keputusan  Kepala  Balai  Besar   Penerapan

Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Sub Unit

tentang Pengendalian Gratifikasi;

d.bahwa mereka yang namanya tercantum dalam

Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup

dan memenuhi persyaratan yang diperlukan

sebagai  pelaksana  Sub  Unit   Pengendalian
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Gratifikasi  lingkup  Balai  Besar  Penerapan

Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

Mengingat:  1.    Undang - Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.Undang - Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

3.Undang - Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara;

4.Undang - Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara;

5.Undang - Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

6.Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah;

8.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang

Organisasi Kementerian Negara;

9.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang

Kementerian Pertanian;

10.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor  97/Permentan/OT. 140/7/2014 tentang

Pedoman   Pengelolaan  Gratifikasi   Lingkup

Kementerian Pertanian;

11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022

tentang  Penanganan  Benturan  Kepentingan,



Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian

Pertanian;

12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian;

13.Peraturan  Menteri   Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN

MODERNISASIPERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN BIROKRASI

BERSIH BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI

PERTANIAN SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Penunjukkan Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih di Lingkungan

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi

Selatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

1.Memberikan dukungan pada unit  kerja untuk

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi

Bersih dan melayani di Lingkungan Balai Besar

Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;

2.Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitas

monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif

KEDUA

KESATU

Menetapkan



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2.Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3.Yang Bersangkutan;
4.Arsip

ZAINAL ABIDIN*
NIP 196905021999031003

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN

untuk mempercepat pembangungan Zona Integritas di

Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi

Pertanian Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi

Bersih Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Sulawesi Selatan bertanggung jawab dan wajib melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar

Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan

Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai

Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

TA. 2026.

Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan

kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA



Sistem Manajemen Mutu

Tim Peningkatan Layanan

Publik

Tim Kode Etik Pegawai

Balai Besar Penerapan

Modernisasi Pertanian

Sulawesi Selatan

Tim Unit Pengendalian

Risiko (UPR)

Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Sekretaris

Ketua

Penanggung Jawab

Kedudukan Dalam Tim

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama,

Layanan dan Penilaian Kesesuaian

A. Halid., S.P.

NIP 197502032006041001

Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian

Rahmawati, S.TP., M.Sc.

NIP 197007071998032001

Kepala Bagian Tata Usaha

Andi Wahyudi, S.Kom

NIP 198601062009121004

Kepala Bagian Tata Usaha

Andi Wahyudi, S.Kom

NIP 198601062009121004

Kepala Bagian Tata Usaha

Andi Wahyudi, S.Kom

NIP 198601062009121004

Analis Perkarantinaan Ahli Muda

Haiyani, S.P.

NIP 198608292011012016

Analis Perkarantinaan Tumbuhan Muda

Selvia Warastuti Noor, S.E., M.M.

NIP 197411232000032001

Kepala Bagian Tata Usaha

Andi Wahyudi, S.Kom

NIP 198601062009121004

Jabatan/Nama/NIP
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No.
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KORUPSI DAN BIROKRASI BERSIH

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN
Nomor  :  B-240/Kpts/OT.050/H. 12.22/02/2026
Tanggal :  13 Februari 2026



Anggota

Agen Perubahan

Kepentingan

Tim Pelaksana Benturan

SOP Makro/Mikro Junis

Dokumentasi (PPID)

Informasi           dan

Pejabat         Pengelola

Gratiiikasi

Sub Unit  Pengendalian

Kepentingan

Penanganan   Benturan

Tim Pencegahan  dan

Pengaduan Masyarakat

Evaluasi

Tim  Monitoring   dan

Pengelola BMN

System

Tim    Whistleblowing

Perubahan

Tim  Penilai     Agen

NIP 200004262025051003

Adrian Paskah Putra Yunus, S.P.

Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama

NIP 1986033120110112015

Irma Kadir, A.Md

Teknisi Litkayasa Mahir

NIP 198908042011012011

Ulfah, S.M.

Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

NIP 198709082011012019

Erina Septianti, S.TP., M.Si.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

NIP 197406142007012001

Jamaya Halifah, S.Pi., M.I.Kom.

Pustakawan Ahli Muda

NIP 1983050120110112013

Hasnawati, S.S.

Penelaah Teknis Kebijakan

NIP 197905142011012003

Haerani, S.E., M.M.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda

NIP 197008191996032001

Yusmasari, S.H., M.Si.

Pengolah Data dan Informasi

NIP 199003132019022002

Rifah Hestyani Arum, S.TP., M.Si.

Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi

NIP 198009182011011006

Aznurandi Krisnandi Azis, A.Md

Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN

NIP 197608212011011005

Andi Faisal Suddin, S.P., M.Si.

Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminsasi

NIP 198003312002121001

Aliswanto, S.E.

Tangga

Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah
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KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
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Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Operator Layanan Operasional

Andi Syandra Muliawan

NIP 199607042025211037

Penata Layanan Operasional

Qayyimatun Nasriyah, S.P.

NIP 199706012025212052

Analis Data Ilmiah Ahli Pertama

St. Rahma Dzulalma Sebrilliana, S.T.

NIP 199804112025052008

Arsiparis Ahli Pertama

Andi Muh. Zulfaqardin Syaifullah, S.M.

NIP 199811142025051003

24.

23.

22.

21.


